
 

 
       

 
KEPALA DESA KRAGILAN 

KECAMATAN MOJOLABAN 

KABUPATEN SUKOHARJO 

KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAGILAN 

NOMOR : 141/7/I/ 2019 

 

TENTANG 

 

PENUNJUKAN OPERATOR SYSTEM INFORMASI DESA (SID) 

DESA KRAGILAN KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO 

TAHUN 2019 

 

KEPALA DESA KRAGILAN, 

 

Menimbang    :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengingat     :  

a. bahwa untuk mengembangkan Program Sistem Informasi 

Desa serta memanfaatkan Aplikasi SID dalam pelayanan 

masyarakat dan pengelolaan administrasi Pemerintah 

Desa, perlu menunjuk Operator SID Desa Kragilan 

Kecamatan Mojolaban Tahun 2019;  

 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa 

tentang Penunjukan Operator System Informasi Desa (SID); 

 

 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  

 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

 



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5038); 

 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

 

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5495); 

 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579); 

 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 



dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 5717); 

 

10. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 

2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 

 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

 

12. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 

2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 

 

13. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

 

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai mana telah 

diubah beberaa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 

Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5); 

 

15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 199); 

 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 



Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 

 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 

tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa; 

 

18. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang 

Pedoma Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; 

 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 

2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 7 Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 128), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo 

Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 

Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Nomor 161); 

 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 

2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah 

Nomor 172); 

 

21. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa. 

 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  

 

KESATU  : 

 

 

KEDUA : 

 

 

 

Menunjuk Operator System Informasi Desa yang di singkat SID 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 

 

Operator SID sebagaimana di maksud poin ke satu bertugas 

menginput data serta mengembangkan Aplikasi SID dalam 



 

 

 

 

 

 

KETIGA : 

 

 

 

KEEMPAT : 

 

 

 

KELIMA           : 

pelayanan masyarakat dan Pengelolaan administrasi  

Pemerintah Desa sehingga terwujud efektifitas, transparansi 

dalam Penyelengaraan Pemerintahan Desa 

 

 

 

Masa tugas Operator  SID berlaku sampai dengan 

diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Desa tentang 

Pemberhentian atau Penunjukan Operator SID baru. 

 

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa setiap tahunnya. 

 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

 

 

Ditetapkan di Kragilan, 

pada tanggal, 07 Januari 2019 

 

KEPALA DESA KRAGILAN, 

 

 

ttd 

SRI MULYADI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran :  Keputusan Kepala Desa Kragilan 

Nomor : 141/     /2019 

Tanggal : 07 Januari 2019 

  

 

PENUNJUKAN OPERATOR SYSTEM INFORMASI DESA (SID) 

DESA KRAGILAN KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO 

 

  

NO NAMA JABATAN  KETERANGAN 

1 2 3 4 

1 Anis Sumaryatun Operator SID Kasi. Pemerintahan 

    

 

 

 

 

KEPALA DESA KRAGILAN, 

 

 

 

                         SRI MULYADI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


